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PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban umat Islam
yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan
sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan
sosial, sehingga perlu adanya upaya pengelolaan zakat secara
professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh
masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan
zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor ©57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5255);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Rejang
Lebong yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat.

6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan
syariat Islam.



7. Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh sesorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama
Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

8. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau nilainya yang
dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang Muslim bagi dirinya dan
bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makan pokok atau nilainya
untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar
zakat untuk kemaslahatan umum.

10. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau
badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban
menunaikan zakat.

12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

13. Munfiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan infak.

14. Mutashoddiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim
yang mengeluarkan sedekah.

15. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut
BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di
Kabupaten Rejang Lebong.

16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang
dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

17.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan
organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk
membantu pengumpulan zakat.

18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk
biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

20. Nisab adalah jumlah kekayaan minimal batas terkenanya wajib zakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan :

a. syariat [slam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.
b.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan penanggulangan kemiskinan.



BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
BAZNAS Kabupaten
Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah dibentuk BAZNAS
Kabupaten.

(2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul
Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk
UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah dan perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan tempat lainnya.

Bagian Kedua
Lembaga Amil Zakat
Pasal 6

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 7

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi
persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

f. Dbersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 8

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS Kabupaten secara
berkala.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,
pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(1)
(2)

BAB IV
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 10

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

emas, perak, dan logam mulia lainnya;

uang dan surat berharga lainnya;

perniagaan;

pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

peternakan dan perikanan;

pertambangan;

perindustrian;

pendapatan dan jasa; dan

. rikaz.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki
oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan
sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal
dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

PR 0 Q0 O

Pasal 11

Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1), muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat
meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ
dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

(1)
(2)

Pasal 13

BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada
setiap muzaki.

Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendistribusian
Pasal 15

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.



Pasal 16

Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,
dan kewilayahan.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Bagian Ketiga
Pendayagunaan
Pasal 17

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan
fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
Pasal 18

Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang
diikrarkan oleh pemberi.

Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat
dalam pembukuan tersendiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan pendayagunaan infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 19

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS
Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan
Pemerintah Daerah secara berkala.

Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak
atau media elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ, diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten
dapat dibiayai dengan APBN.



Pasal 21

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan BAZNAS Kabupaten dan penggunaan
Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, diatur
dalam Peraturan Bupati.

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS

Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi,
dan edukasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS Kabupaten dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap

BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan
sedekah melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan

b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah
yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan
zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal
13 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IX
LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan,
menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial
keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 27

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan
pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang
berwenang.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan
pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 15, dipidana dengan pidana
penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara dan/atau
pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan
dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 32

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 merupakan
kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

BAZNAS Kabupaten, LAZ dan UPZ yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten, LAZ dan
UPZ sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan produk hukum
daerah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd
SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

PENJELASAN UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam
yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata
keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan
masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang
dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan
sosial, sehingga perlu adanya upaya pengelolaan zakat di Kabupaten Rejang
Lebong secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh
masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil
guna dan berdaya guna.

Dalam rangka mencapai terwujudnya pengelolaan yang sesuai dengan
harapan, maka diperlukan suatu bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga
pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Lembaga Amil Zakat
dan Unit Pengumpul Zakat. Pemerintah Daerah melaksanakannya secara
bertahap, berencana dan terpadu, sehingga lembaga pengelola tersebut dapat
menjalankan kegiatannya secara terarah dengan mengedepankan sifat amanah,
asas kemanfaatan, upaya sinergik agar mencapai hasil kesejahteraan umat
yang menyeluruh.

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan syariat Islam, amanabh,
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas,
dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Rejang Lebong.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus
dapat dipercaya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat
dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
mustahik.
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Hurufd
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat
dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam
pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik
dan muzaki.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat
dilaksanakan secara  hierarkis dalam upaya meningkatkan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat
dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang
dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan
hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan
terbatas.
Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu
meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan
masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat”
adalah peningkatan sumber daya manusia
Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang,
perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
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Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
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